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Ringkasan

Setiap tindakan medis seharusnya mendapatkan persetujuan dari pasién lebih
dulu sebelum tindakan tersebut dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap otonomi
pasien. Persetujuan pasien tersebut dapat dilakukan jika pasien sudah mendapatkan
penjelasan atau dari dokter perihal sakitnya dan rencana tindakan atau pengobatan yang
akan dilakukan dokter. Vaksinasi Covid-19 sebenarnya termasuk tindakan medis,
sehingga seharusnya perlu mendapatkan persetujuan dari pasien lebih dulu. Tetapi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 56 ayat (2a)
menyebutkan bahwa “Hak menerima atau-menolaksebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke
dalam masyarakat yang lebih luas.” Oleh karena pandemi Covid-19 termasuk dalam
kriteria ini, maka pasien atau warga masyarakat tidak dapat menolak upaya pemerintah
untuk menanggulangi pandemi inj, salah satunya melalui vaksinasi Covid-19.

Tetapi dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Keschatan Indonesia,
WHO, dan UNICEF pada November 2020, ménunjukkan bahwa belum semua warga
bersediadivaksinasi, dan yang bersedia divaksin pun tidak terlalu paham alasan vaksinasi.
Hal ini tentuberhubungan dengan informasi yang diterima tentang vaksinasi Covid-19
sudah memadai atau belum. Hasil yang didapatkan dari pepelitian ini, tidak semua
penerima vaksin telah diberikan informasi sebelumnya tentang jenis vaksin yang
diberikan, manfaatnya, efek sampingnya, dan hal lain yang harus diperhatikan setelah
menerima vaksin. Petugas vaksinator juga mengatakan bahwa informasi terkait vaksin
tersebut tidak selalu dapat diberikan karena keterbatasan waktu dan sumber daya.
Dengan demikian sebenarnya, tidak semua penerima vaksin memahami tentang vaksin
yang diterimanya. Hal ini melanggar prinsip Bioetika respect for autonomy dan
berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari jika terjadi efek samping vaksin.

Supaya informasi vaksinasi tetap dapat disampaikan di tengah keterbatasan
waktu dan sumber daya dari vaksinator, maka instansi kesehatan pemberi vaksin dapat
bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau komunitas di masyarakat sehingga informasi
dapat tetap tersampaikan dan otonomi penerima vaksin dapat tetap dihormati.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap tindakan medis yang akan diterima oleh seorang pasien harus mendapatkan
persetujuan lebih dulu dari pasien tersebut. Hal ini berdasar pada penghormatén atas otonomi
pasien, karena pasien adalah sang pemilik tubuh yang mempunyai hak atas apa yang akan
terjadi pada tubyhnya dan berhak ur_ltuk.mengatur dirinya sendiri. Hal ini dikatakan olch
Faden dan Beauchamp (1986) dan Kusmaryanto (2015). Segala hal tentang apa yang
dilakukan dokter dalam tindakan medis tersebut harus diberitahukan kepada pasien, meskipun
tidak seara detail tetapi cukup untuk dipahami pasien. Indonesia sudah mengatur tentang hal
yang perlu disampaikan dokter sebelum tinda-kan medis dilakukan kepada pasien, yaitu
diagnosis penyakit, rencana terapi/tindakan dan pifiHan terapi lainnya, risiko‘yang bisa terjadi
jika tindakan tersebut dilakukan atau tidak dilakukan, kemmwngkinan untuk sembuh, dan
perkiraan bfaya yang dibutuhkan. Hal ini diatur dala‘m Permenkes RI Nomor
290/MENKES/PER/II1/2008 Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran Pasal 45.

Tetapi persetujuan tindakan medis ini harus dipahami dalam konteks kondisi biasa
{(ordinary), yaitu pasien sakit dan memerlukan tindakan medis sehingga harus membuat
keputusan untuk menyetujui atau menolak tindakan tersebut. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 56 ayat (2a) mengatakan “Hak menerima atau menolak
sechbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya
dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas.” Dalam konteks pandemi
Covid-19 ini, ayat ini dapat diberlakukan. Oleh karena pandemi adalah kondisi yang lebih
darurat danpada wabah, yaitu suatu penyakit dapat secara cepat menular kepada masyarakat
yang lebih luas, maka pemerintah berhak untuk mewéjibkén masyarakat mematuhi protokot
kesechatan termasuk terapi atau tindakan medis yang diperlukan untuk menanggulangi

- pandemi, termasuk vaksinasi Covid-19.

Tetapi meskipun vaksinasi Covid-19 dapat diberlakukan sebagai kewajiban yang
_harus dipatuhi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk menerima penjelasan tentang
pentingnya vaksinasi tersebut, dampak yang dapat terjadi jika tidak dilakukan vaksinasi,
risiko dan efek samping yang dapat terjadi setelah pemberian vaksinasi, serta tata cara
.“-‘r'"*’.pelaksanaan vaksinasi. Bahkan seandainya ada batasan-batasan kondisi yang membuat

seseorang tidak dapat diberi vaksinasi Covid-19, maka hal ini harus tetap disampaikan dengan



jelas.Tetapi kenyataannya, kesadaran bahwa vaksinasi Covid-19 adalah suatu kewajiban
sosial belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Dari hasil survei Kementerian Kesehatan -
Indonesia, WHO, dan UNICEF pada November 2020 dengan responden lebih dari 112.000
orang, menunjukkan hanya 64,8% yang bersedia divaksin, 7,6% menolak vai(sinasi, dan
27,6% sisanya menyatakan tidak tahu. Kelompok yang tidak tahu, kelompok yang menolak
vaksinasi, dan sebagian kelompok yang bersedia divaksin mengatakan tidak mengetahui atau
tidak yakin tentang kemanan vaksin (30%), keefektifan vaksin (22%), ketakutan akan efek
samping negatif pascavaksinasi (12%), dan lain-lain. Para responden mengatakan bahwa
mereka tidak cukup mendapatkan informasi yang meyakinkan mercka untuk percaya terhadap
vaksinasi Covid-19. Bahkan sebagian responden yang mengatakan bersedia divaksin karena
percaya saja, tanpa benar-benar m¢mahami tentang vaksinasi Covid-19 ini. Padahal berbagai
upaya telah dilakukan oleh pem;rintah- untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang pentingnya vaksinasi Covid-19. P'emberi.an informasi ini dilakukan melalui sosialisasi
secara tatap muka maupuﬁ melalui media sosial: Bahkan sampai melibatk'an tokoh agama,

selebritis, dan influencer sebagai sosok yang dianggap menjadi panutan masyarakat.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat ini tentu dipengéruhi oleh banyak
faktor, salah satu yang ingin diketahui penulis adalah aspek kelengkapan informasi sudah
memadai atan belum, karena salah satu syarat dari pémahaman pasien dalam persetujuan
tindakan medis adalah informasi yang lengkap dan memadai (Kadam, 2017). Dalam konteks
wabah, kebaikan/manfaat umum harus lebih diutamakan sehingga vaksinasi dianggap sebagai
upaya untuk mewujudkan kebaikan tersebut. Meskipun vaksinasi diberlakukan sebagai
kewajiban sosial, tetapi otonomi penerima vaksin harus tetap dihormati dengan pemberian
informasi medis yang memadai. Penelitian ini memberikan gambaran kelengkapan informasi
medis yang diterima masyarakat penerima vaksin Covid-19 dari segi manfaat, efektivitas,

risiko, dan keamanan vaksin.

1.2 Perumusan Masalah

. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan
permasalahan sebagai berikut :
Bagaimana gambaran kelengkapan informasi medis yang diterima penerima vaksin Covid-19

dan pemahamannya sebagai wujud penghormatan otonomi penerima vaksin?

1.3 Tujuan Penelitian

' Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelengkapan informasi "medis yang‘
diterima mgsyarakat terkait vaksinasi Covid-19, sudah memenuhi aspek
menghormati otonomi ataubelum. _

2. Untuk mengidentifikasi pemahaman masyarakat terhadap informasi medis. terkait
vaksinasi Covid-19 dari aspek manfaat, keamanan, efektifitas, dan risiko efek

samping pasca vaksinasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi insitusi pelayanan kesehatan
Dapat memberi masukan tentang pelaksanaan vaksinasi yang tetap
menghormati otonomi pasien, sebagai wujud kewajiban etis dari institusi
pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis termasuk vaksinasi

Covid-19.

7.

2. Bagi masyarakat

Dapat mengetahui pemahaman masyarakat tentang vaksinasi Covid-19
serta aspek ketidakpahamannya untuk nantinya dapat menjadi perbaikan yang
mendatangkan manfaat bagi masyarakat melalui pemberian informasi medis terkait

vaksinasi Covid-19 yanglengkap dan memadai.
3. Bagi pemerintah Indonesia

Dapat memberi evaluasi dan masukan bagi lembaga kesehatan pemerintah
Indonesia hal yang harus diperbaiki dan yang harus dipertahankan dalam

pemberian informasi terkait vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
4. Bagi institusi pendidikan kedokteran

Dapat memberikan peluang atau kesempatan bagi insitutusi pendidikan
kedokteran untuk menentukan peran aktif yang dapat diberikan guna membantu
pemerintah Indonesia mewujudkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang tetaap

menghormati otonomi pasien.

1.5 Keaslian Penelitian

Sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian tentang kelengkapan

informasi medis maupun pemahaman masyarakat tentang vaksinasi Covid-19. Penelitian



yang terkait dengan vaksinasi Covid-19 yang mendekati penelitian yang dilakukan-
penulis adalah yang dilakukan oleh Rahman dan Pramana (2020) yang berjudul
”Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19
pada Media Sosial Twitter”. Penelitian ini menggunakan data dari media sosial' twitter
dan dilakukan dengan teknik web scraping pada media sosial twitter dalam bentuk
tweets. Dari penelitian ini didapatkan hasil sebanyak 29,6% masyarakat memberikan
respon yang bersentimen positif terhadap vaksin Covid-19, sedangkan 23,6%
masyarakat memberikan respon yang bersentimen negatif, dan sisanya berespon netral.
Tetapi penelitian ini tidak menganalisa respon positif atau negatif tersebut dari aspek
pemberian informasi sudah memadai atau belim. Selain itu pengambilan data dilakukan
dari media sosial twitter, tanpa bisa melakukan pengecekan ulang kepada penulis tweets
terscbut. Pada penclitian yang ‘akan dilakukan penulis, akan lebih ditelaah tentang
kelengkapan informasi yang dipahami’oleh ;esponden penelitian tentang vaksinasi
Covid-19. | i '



BAB 2

: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Pasien Dalam Persetujuan Tindakan Medis

Setiap tindakan medis yang akan dilakukan dokter kepada pasien harus mendapat ijin
lebih dulu dari pasien, karena pasien adalah pemilik tubuh yang akan menerima tindakan
medis tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan Pasal’8 yang meltllyebutkan bahwa “Setiap orang berhak menerima atau menolak
sebagian atau seluruh tindakan pertolongan ya.ng akan diberikan kepadanya setelah menerima
dan memahami informasi mengefiai tindakan tersebut secara lengkap”. Dengan demikian
dokter menghormati otonomi pasien, 'yaitu hak pasien untuk mengatur dirinya sendiri,
termasuk yang akan diterima oleh tubuhn‘ya (Bertgns, 2009). Jonsen et al (2010) mengatakan
bahwa persetujuan tindakan medis acialah suatu pros’es diskusi 'yang mempertemukan harapan
pasien dan keahlian/pengetahuan dokter. Dengan demikian yan‘g terpenting dalam persetujuan
tindakan medis bukanlah sekedar tanda tangan persetujuan pasien, tetapi pemahaman pasien

terhadap penjelasan dokter.

Untuk mendapatkan keputusan yang otonom dalam persetujuan tindakan medis,
menurut Kadam (2017), ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu information disclosure
(pemberian informasi), competence (kompetensi pasien), comprehension (pemahaman pasien
terthadap penjelasan dokter), dan voluntariness (kesukarelaan dalam memutuskan), yang

digambarkan demikian:

Competence

Gambar 1. Komponen persetujuan tindakan medis untuk mendapatkan keputusan yang
otonom (Kadam, 2017)

Pasien dapat membuat keputusan yang tepat jika informasi yang diberikan dokter juga
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tepat, oleh karena itu Kusmaryanto (2015) mengatakan syarat pemberian’ informasi médis
yang memadai adalah baik cara penyampaiannya, benar isi informasinya, dan lengkap
kandungan informasinya. Jika informasi dokter tidak memadai, maka pasilcn. juga tidak
memiliki pemahaman yang memadai. Keputusan yang diambil berdasarkan keticiakpahaman

akan rawan menimbulkan konflik atau sengketa medis di kemudian hari.

2.2 Kedudukan Menghormati Otonomi dan Beneficence dalam Kondisi Wabah atau
Penyakit Menular

Dalam Permenkes RI Nomdr 290/MENKES/PER/111/2008 Pasal 7 dan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktck Kedokteran Pasal 45, jelas dikatakan bahwa
setelah mendapat penjelasan yang'memadai_ dari dokter tentang penyakitnya dan tindakan atau
pengobatan yang akan diterimanya, pasien mcn.lpunyai hak untuk menyetujui atau menolak
rencana tindakan tersebut. Tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 téntang Kesehatan
Pasal 56 ayat (2a) membuat pengecualian, yaitu “Hak mencrima atau menolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada penderita penyakit fang penyakitnya dapat secara

cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular memberikan
penjelasan yang lebih detail tentang hal ini. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (a) bahwa wabah
adalah kejadian berjangkitnya svatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah
penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan
daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sedangkan Pasal 2 mengatakan bahwa
maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka
yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk hidup sehat. Dengan demikian kebaikan yang lebih luas atau bonnum
commune menjadi tujuan dari upaya penanggulangan wabah tersebut. Kusmaryanto (2015)
mengatakan bahwa kebaikan yang lebih luas (misa‘lii‘)'(a kebaikan masyarakat), harus lebih
diutamakan daripada kebaikan perseorangan. Bukan berarti 'hak sesgorang tidak diperhatikan

. lagi, tetapi dengan penuh kesadaran, orang tersebut harus mengutamakan kepentingan
bersama di atas kepentingan pribadinya. Jika penolakan seseorang terhadap upaya
penanggulangan wabah dapat membahayakan kepentingan/kebaikan umum, maka harus

- dilakukan upaya persuasif segera agar penolakan tersebut dapat segera ditangani. Hal ini juga
dapat berarti bahwa warga negara wajib untuk melaksanakan instruksi pemerintah dalam

.57 rangka upaya penanggulangan wabah.

Tentu hal ini tidak berarti warga negara secara paksa harus melaksanakannya bahkan
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tanpa ada penjelasan sebelumnya. Hak warga untuk mendapatkan penjél'asan medis ﬁarus
tetap dilakukan, ,dan upaya penanggulangan wabah tersebut harus dilakukan dengan -
kesadaran, bukan paksaan yang membabi buta. Dengan demikian, jika seluruh warga
mendukung upaya pemerintah dengan penuh kesadaran akan kepentingan b;:rsama yang

melebihi kepentingan pribadinya, maka diharapkan wabah dapat segera diatasi.

2.3 Vaksinasi Sebagai Tindakan Medis Wajib dalam Upaya Memberantas Pandemi
Covid-19 )

Dengan dinyatakannya Covid-19 sebagai pandemi, maka pandemi Covid-19 juga
berarti memenuhi kriteria wabah. Undang-Undang tentang wabah juga menjelaskan dalam
Pasal 5 tentang upaya penangg‘ulangan wabah yang salah satunya dalam ayat (1c) yaitm
pencegahan dan pengebalan. Dalam pandemi Cavid-l9 ini, salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai kekebalan kelorﬁpok (herd immunity) adalah dengan memberikan vaksinasi Covid-
19 secara massal dengan target minimal diberikan kepada 7085 penduduk Indonesia. Ketika
hak untuk menolak tindakan medis tidak berlaku pada kon(iisi wabah atau pandemi, dan
bahwa salah satu upaya penanggulangan pandemi adalah dengan vaksinasi, maka artinya
settap orang wajib untuk menerima vaksinasi ini scbagai tanggung jawab sebagai warga
negara Indonesia. Tentu saja jika kondisi fisik atau kesechatan memenuhi syarat untuk

diberikannya vaksin tersebut.

Hal ini tidak berarti otonomi warga negara dilanggar.begitu saja. Pemahaman akan
pentingnya vaksinasi harus tetap diberikan, karena bagaimanapun yang akan menerima
vaksinasi dan segala manfaat maupun risikonya adalah warga, sehingga sebagai pemilik
tubuh, warga harus diberikan informasi yang memadai tentang manfaat, keamanan,
efektivitas, dan efek samping/risiko vaksinasi Covid-19. Sesuai dengan yang disebutkan
dalam Pasal 6 Undang-Undang Wabah vang berbunyi demikian, “Upaya penanggulangan
wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (71.) dilakukan dengan mengikutsertakan
masyarakat secara aktif”’, maka pemahaman masyarakat sangat penting. Dengan pemahaman

. int akan menimbulkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi Covid-19 sehingga masyarakat
menerima vaksinasi tidak dengan keterpaksaan atau dengan ketidaktahuan yang dapat
berujung kepada keluhan atau konflik di kemudian hari, Terkait risiko medis yang dapat

h timbul selama dan setelah vaksinasi Covid-19, Lewis dan Tamparc (2007) menjelaskan
tentang pentingnya manajemen risiko terhadap semua tindakan medis, terutama yang berisiko

-7 tinggi, dengan pengaturan sumber daya manusia sebagai pelaksana tindakan, sarana prasarana

dan peralata;l yang diperlukan, dan administrasi yang lengkap dan dapat
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dipertanggungjawabakan dengan baik dan legal. Dengan demikian, risiko edis akan dapat
diminimalkan dan masyarakat dapat lebih tenang dalam menerima tindakan vaksinasi

tersebut.

2.4 Kelengkapan Informasi Terkait Vaksinasi Covid-19 sebagai Upaya Menghormati

Otonomi Warga Negara

Mengingat pemberian informasi yang memadai sangat penting dalam menghasilkan
persetujuan medjs yang otonom, maka B;ertens (2009) dan Jonsen et al (2010) menekankan
pada komponen umum yang minimal harus ada dalam persctujuan tindakan medis, meliputi:
indikasi dan manfaat tindakan, risiko dan efek samping tindakan, alternatif tindakan lain,
prognosis tindakan, dan pembiz;yaan. ‘Terkait dengan vaksinasi Covid-19, secara umum
informasi yang dapat diberikan kepada masyar;kat adalah: indikasi dan manfaat vaksinasi,
batasan/kriteria yang dapaf menerirha vaksinasi,‘hﬁsiko yang dapat terja&i jika menerima
vaksinasi dan jika tidak menerima vaksinasi (dapat ditambahk?n pula keamanan vaksinasi),

informasi meﬁgenai efektivitas vaksinasi, dan hal-hal yang harus dilakukan setalah vaksinasi.

Masyarakat yang menerima vaksinasi dapat memberikan tanda tangan sebagai bukti
bahwa telah menerima penjelasan informasi dan bukti f)ersetujuan dilakukan vaksinasi. Hal
ini sesuai dengan yang dikatakan dleh Baillie, Harold, et al (2013) bahwa persetujuan
tindakan medis risiko tinggi sebaiknya dilakukan secara tertulis schingga dapat
didokumentasikan dalam rekam medis. Selain itu, dalam konteksi vaksinasi Covid-19, dengan
dilakukannya persetujuan secara tertulis, dapat menjadi dasar data bagi kepentingan data

kesehatan nasional.

Dengan informasi medis kepada masyarakat yang lengkap dan memadai tentang
vaksinasi Covid-19, maka masyarakat dapat menerima vaksin dengan pemahaman dan
kesadaran yang baik. Dengan demikian otonomi,-._masyarakat sebagal manusia yang
bermartabat tetap dihormati sesuai tujuan dari persetujuan tindakan medis (Kusmaryanto,
2015) dan upaya penanggulangan Covid-19 sebagai suatu kewhjiban dan peran aktif
masyarakat dapat dilaksanakan.
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang
didasarkan pada data primer berupa hasil wawancara mendalam. Metode ini dipilih karena
dengan metode penelitian kualitatif, akan bisa dilihat secara mendalam penerapan dari
pemberian inforrhasi medis terkait vaksinasi Covid-19, yang dipahami masyarakat, dan sudah
mewujudkan prinsip menghormati otonomi pasi.efl atau belum (Thorogood dan Green, 2004).
Dengan demikian dapat diketahui® pula dasar pemahamah masyarakat yang telah menerima
vaksinasi Covid-19. Informasi didapatkan‘b'ei'dasafkan pengalaman dari penerima vaksin dan
tenaga keschatan pemberi pelayanan -vaksin. Penglitian dilakukan pada bulan Juli 2021
sampai Maret 2022. Isi dari wawancal.'a meliputi informasi yang diterima terkait : indikasi
dan manfaat vaksinasi, batasan/kriteria yang dapat menerima vaksinasi, risiko yang dapat
terjadi jika menerima vaksinasi dan jika tidak menerima vaksinasi, keamanan Vakéipasi,

efektivitas vaksinasi, dan hal-hal yang harus dilakukan setalah vaksinasi.

3.2 Subjek Penelitian

Penelitian tentang penerapan pemberian informasi medis terkait vaksinasi Covid-19
sebagai penghormatan terhadap otonomi pasien ini memilih subjek penelitian dart masyarakat
yang sudah menerima vaksinasi Covid-19 (pengambilan data secara retrospektif) scjumlah

lima orang. Kriteria inklusi dari subjek penelitian ini adalah:

- Warga berusia > 18 tahun yang telah menerima vaksinasi Covid-19 dalam kurun waktu

antara Januari sampai Juni 2021 (satu kali atau dua kali vaksinasi)
- Bersedia diwawancara dalam penelitian ini

Sedangkan kriteria eksklusi adalah penerima vaksinasi Covid-19 yang berprofesi sebagai

tenaga kesehatan.

Sebagai triangulasi sumber, dipilih lima subjek penelitian tenaga kesehatan yang melakukan
vaksinasi Covid-19 dalam kurun waktu antara Januari sampai Juni 2021. Tenaga kesehatan
yang menjadi subjek penelitian tidak harus merupakan vaksinator yang memberikan vaksinasi

kepada subjek penelitian penerima vaksin dalam penelitian ini.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan metode
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tenaga kesehatan.

Sebagai triangulasi sumber, dipilih lima subjek penelitian tenaga kesehatan yang melakukan
" vaksinasi Covid-19 dalam kurun waktu antara Januari sampai Juni 2021. Tenaga keschatan
yang menjadi subjek penelitian tidak harus merupakan vaksinator yang memberikan vaksinasi

.- »-kepada subjek penelitian penerima vaksin dalam penelitian ini.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan metode
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snowball. Metode ini dipilih agar didapatkan subjek penelitian yang sesuai kriteria inklusi ‘dan
merasa nyaman diwawancarai karena direkomendasikan oleh orang yang dikenalnya. Jumlah -
total sepuluh orang partisipan karena mempertimbangkan saturasi data, yaitu karena tidak
didapatkan lagi perbedaan signifikan atau temuan data baru dalam wawancara, seﬁingga tidak

diperlukan subjek baru lagi yang akan diwawancarai.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penclitian dipilih secara p'urposive sampling yaitu di Surabaya. Dipilihnya

Surabaya berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

a. Surabaya adalah ibu kota propinsi Jawa Timur, yang pelaksanaan vaksinasi Covid-
19 untuk masyarakat awam saat ini difokuskan pada kota-kota besar lebih dulu,
schingga dengan penelitian dilakukan di Sufabaya, didapatkan sampel penelitian
yang cukup. ' - '

b. Surabaya memiliki lebih dari 50 rumah sakit dan lebth dari 50 puskesmas sebagai
tempat dilakukannya vaksinasi. |

c. Dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, WHO, dan
UNICEF pada November 2020, sebanyak lebih dari 10% dari total responden

berasal dari Jawa Timur dan sebapian besar di antaranya adalah di Surabaya.

3.4 Alat dan Bahan yang Digunakan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pedoman wawancara kepada subjek penelitian

b. Alat perekam, untuk merekam wawancara dengan subjek penelitian

Bahan atau data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer
diambil dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian penerima vaksin maupun
vaksinator. Data sekunder didapatkan dari Kode Etik Kedokteran indonesia dan Undang-
undang atau regulasi yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang persetujuan tindakan
medis pada kondisi wabah. Pengambilan data primer dan sekunder merupakan upaya untuk

" melakukan triangulasi data.

2.2"3.5 Analisis Data dan Pelaporan

Hasil wawancara dengan para subjek penelitian direkam lalu dibuat transkrip
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wawancara secara tertulis. Transkrip wawancara dibuat koding-koding, untuk dikategoﬁkan
dalam tema-tema. Dari tema-tema ini, didapatkan temuan penelitian yang kemudian ditelaah
berdasarkan teori bioetika yang relevan dan berdasarkan referensi Kode Etik Kedokteran
Indonesia, jurnal, dan buku atau daftar pustaka lain yang relevan. Wawancara .dan analisis
data dilaksanakan secara simultan. Lalu data dilaporkan dalam narasi sesuai bentuk pelaporan

dalam penelitian kualitatif.
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BAB 4

‘ HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil
Dari sepuluh orang responden, didapatkan sebaran data karakteristik sebagai berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden Penelitian

Data Partisipan Vaksinator , | Partisipan Penerima Vaksin

Jenis kelamin

Laki-laki T 2

Perempuan 5 3

Umur

18-30 tahun 1 . -

>30-40 tahun 3

SO I (]

>40-50 tahun 1

—

>50 tahun -

Pendidikan

SMA - 3

D3 4 -

keperawatan

S1 umum - 2

Dokter 1 -

Status vaksinasi

Pertama - L ‘ 4

Kedua 5 ' 1

Dari data tampak bahwa umur dan latar belakang pendidikan dari para responden,
bervariasi. Meskipun hubungan antara jawaban wawancara dengan golongan umur atau
. pendidikan tidak diteliti, dengan adanya data yang beragam ini, memberikan informasi yang

lebih komprehensif dari hasil penelitian.

Sejumlah empat orang partisipan mengatakan bahwa tidak mendapatkan informasi

maupun tidak memberikan informasi terkait vaksinasi Covid-19 sebelum vaksin
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diterima/diberikan. Dari keterangan partisipan vaksinator, kendala jika akan memberikan
informasi lebih dulu sebelum vaksin diberikan adalah karena keterbatasan sumber daya dan -
keterbatasan waktu. Sebagian partisipan lain mengatakan bahwa informasi dib;rikan yang
meliputi syarat penerima vaksin, hal yang harus dilakukan jika terjadi KIPI (Kejadian Ikutan
Pasca Imunisasi), jenis vaksin yang diberikan, serta efek samping dan risiko vaksin yang bisa
terjadi. Berikut adalah prosentase jenis informasi yang diberikan sbelum vaksinasi Covid-19,

berdasarkan yang disampaikan oleh enam dari sepuluh orang partisipan.

Gambar 2
Jenis Tnformasi Medis dalam Informed Consent Vaksinasi Covid-19

= Yang boleh dan tidak boleh divaksin

# Tujuan vaksin

m Jenis vaksin yang diberikan

» Efek samping dan risiko vaksin

# Hal yang harus dilakukan jika terjadi KIPI
= Penjelasan untuk tidak beraktivitas berat

Selain adanya kendala dalam keterbatasan sumber daya dan waktu, juga ada faktor
dianggapnya infomed consent sebagai hal yang kurang penting dalam vaksinasi Covid-19,
karena penerima vaksin mendaftar melalui online dan hal tersebut dianggap sudah merupakan
persetujuan secara otomatis. Hal ini disampaikan oleh seorang partisipan sebagai berikut,
“Kan karena di sana sistemnya kita sudah mendaftar, cuma pokoknya dia udah tahu kita sudah
bawa surat itu, otomatis kita sudah setuju, jadi kayaknya ngapain mereka minta lagi

_persetujuan.” (Ny. V, 40 tahun).

Dari penelitian ini ditemukan juga data tentang meotivasi para penerima vaksin terkait

kesediaan mereka menerima vaksin Covid-19, yang digambarkan dalam tabel berikut:

— ¥
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Tabel 2
Motivasi Respoden Menerima Vaksin Covid-19

-

Responden Pernyataan

Ny. D, 45 tahun  “Supaya punya kekebalan terhadap Covid.”

Ny. E, 62 tahun “Karena saya kader, berhadapan langsung dengan masyarakat.”

Tn. A, 36 tahun  “Kan kalau sekarang mau masuk mall atan pergi-pergi harus ada
sertifikat vaksin.” '

Tn. D, 33 tahun  “Sudah prosedur pemerintah dok, Sebenere takut, tapi terpaksa, teman-
teman kantor divaksin semua.”

Jawaban para penerima vaksin ini menunjukkan bahwa motivasi menerima vaksin
tidak hanya untuk mendapatkan’ktekebe‘llan terhadap vi\rus Covid-19 atau alasan keschatan,
tetapi juga alasan sosial dan ekonomi, dan, karena kewajiban atau keterpaksaan belaka. Alasan
ckonomi terutama karena tidak mau kehilangan penghasilan, Jika mereka tidak divaksin,
maka ada sanksi dari pemerintah bahwa BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan fasilitas BPJS
Kesehatan akan dihapus. Seorang partisipan mengatakan bahwa’dia tidak mengetahui maksud
vaksin tetapi hanya menurut mengikuti anjuran pemerintah. Demikian “Kita ikutin saja juga
apa yang dianjurkan pemerintah. Karena kan nggak mungkin juga pemerintah mengaﬁjurkan
yang tidak baik kan.” (Ny. V, 40 tahun).

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa informasi tentang vaksinasi Covid-19 tidak
dianggap penting untuk disampaikan karena sudah menjadi program wajib dari pemerintah
yang harus ditaati warga. Kesadaran akan pentingnya vaksin Covid-19 bukan atas dasar
alasan keschatan atau agar pandemi segera teratasi, tetapi karena sckedar kewajiban,

kebutuhan sosial ekonomi, bahkan keterpaksaan.

4.2 Pembahasan

Otonomi adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya, memutuskan apa

~ yang akan dia lakukan atau dengan kata lain memutuskaﬁ apa yang akan berlaku atas dirinya
(Beauchamp and Childress, 2009). Seorang dapat membuat keputusan yang otonom jika
memahami tindakan yang dilakukannya. Untuk bisa memahami sesuatu hal, maka seseorang

° memerlukan informasi yang cukup sehingga dapat mempertimbangkan baik dan buruk serta
akibat dari tindakan tersebut. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa informasi medis tentang
__vaksinasi Covid-19 tidak selalu diinformasikan kepada penerima vaksin. Dengan demikian

‘ keputusan untuk menerima vaksin Covid-19 belum tentu dilakukan secara otonom dengan
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kesukarelaan atau pemahaman. Informasi yang disampaikan pada penerima vaksin juga masih
terbatas, tidak semua informasi disampaikan, tetapi hanya seputar jenis vaksin, hal yang
dilakukan jika terjadi KIPI, dan syarat menerima vaksin. Dari jawaban para partisipan,
tampak bahwa pemberian informasi belum dianggap harus dilakukan, Suvatu kewajiban
dianggap secara otomatis wajib tanpa perlu mengetahui lebih dalam. Menurut Abraham dan
Sheeran (2007), suatu perilaku/tindakan dilakukan sesorang didasari oleh persepsinya
terhadap tindakan tersebut. Dan salah satu yang membentuk persepsi adalah informasi.
Dengan demikian jika informasi yang dipahami oleh penerima vaksin kurang tepat, maka

dapat membuat-penerimaan akan vaksin juga atas dasar motivasi yang kurang tepat pula.

Dari yang ditulis dalam Undang-Unde'lr{g RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular, bahwa setiap® warga negara harus berpartisipasi aktif dalam upaya
penannggulangan wabah. Istilah yang dipakai.adalah berpartisipasi aktif. Hal ini berarti,
meskipun vaksinasi Covid-19 adalah kr::lwajiban ,yang harus dilakukan oleh setiap warga
negara, tetapi bukan berarti warga scc;ara pasif atau 1;asrah menerimanya tanpa ada kesadaran
di dalamnya. Hal ini juga berarti, untuk menimbulkan kesa(‘iaran warga akan pentingnya
vaksinasi Covid-19, maka perlu diberikan informasi yang benar, baik melalui media sosial
maupun pihak yang dianggap dapat ‘menggerakkan’ warga untuk menerima vaksinasiJika
dilihat kendala dalam pemberian informasi adalah keterbétasan waktu dan sumber daya, maka
perlu digalakkan program kolaborasi antara instansi pemberi vaksin (misalnya puskesmas)
dengan tokoh masyarakat setempat. Dari segi kepercayaan, jika informasi disampaikan oleh
orang yang disegani dan dikenal oleh warga, maka informasi akan lebih bisa diterima oleh
masyarakat. Instansi pemberi vaksin atau dalam hal ini pemerintah misalnya Dinas Kesehatan
perlu membekali para tokoh masyarakat atau bahkan tokoh agama sehingga nantinya para
tokoh ini yang menjadi kader vaksinasi dalam hal promosi. Selain tokoh setempat, juga bisa
digalakkan kolaborasi dengan komunitas lokal, misalnya Karang taruna, RT/RW, atau PKK.
Dengan digerakkannya masyarakat untuk memotivasi masyarakat, cakupan vaksinasi dapat
lebih luas, target vaksinasi tercapai, dengan otonomi peneﬁma vaksin tetap dihormati. Jika
~ pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak disertai dengan pemahaman yang benar dari
masyarakat, maka di kemudian hari rawan terjadi kesalahpahaman dan sengketa dokter-

pasien.
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BAB 5
‘ KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Angka cakupan vaksinasi Covid-19 yang tinggi belum tentu menggambarkan motivasi
dan pemahaman yang benar juga dari para penerima vaksin. Jika pemahaman terkait vaksin
tidak benar, maka rawan terjadi konflik jika terjadi efek samping atau kompiikasi. Meskipun
vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban warga negara, tetapi otonomi tetap harus dihormati.
Respect for aytonomy sebagai salah satu prinsip Bioetika dapat diwuyjudkan dengan
memberikan informasi yang memadai kepada+pencrima vaksin sebelum dilakukan vaksinasi
sehingga penerima vaksin dapat membuat pertimbangan yang baiuk berdasarkan kelengkapan
informasi yang diterima tersebut. Pemberian informasi tidak harus dilakukan oleh perugas
kesehatan, dapat melalui kader dari masyrakat. :['api tentunya harus tetap dalam pengawasan
petugas kesehatan., Hal ini memerlui(an koordinasi yang sebisa mungkin dilakukan sccara

komprehensif dari pemerintah, .

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Dilakukan koordinasi berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah
terutama instansi kesehatan terkait agar cakupan vaksinasi tercapai tapi

otonomi masyarakat tetap dihormati.

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait kendala yang dihadapi instansi
pemberi vaksin untuk menggali lebih dalam hal-hal yang belum tergali dalam
penelitian ini.

3. Diperlukan penelitian berkala untuk--mer;gevalﬁasi keberhasilan program

kolaborasi antara instansi kesehatan pemberi vaksin dan tokoh masyarakat

terkait motivasi penerima vaksin.
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Lampiran 1. Panduan Wawancara Penelitian

- Panduan Wawancara (Untuk Penerima Vaksin)

Sebelum dilakukan vaksinasi, apakah ada persetujuan vaksinasi lebih dulu? Bagaimana
prosedurnya?
. Apa saja yang dijelaskan oleh vaksinator sebelum vaksinasi? Apakah Bapak/Ibu

memahami apa yang disampaikan oleh vaksinator tersebut?

3. Apa yang membuat Bapak/Tbu bersedia menerima vaksinasi covid-19?

. Apakah Bapak/Tbu sebeli;mnya pernah menolak vaksinasi covid-197?

5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang manfaat, efek samping, dan keamanan vaksinasi

covid-19? Dari mana Bapak/ly mendapatkan informasi tersebut?
. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada hal-hal' yang harus dilakukan atau tetap dilakukan setelah

vaksinasi covid-19?

.

*

Panduan Wawancara (Untuk Vaksinator)

. Menurut Anda, apakah persetujuan vaksinasi covid-19 diperlukan dan apa pentingnya?

. Bagaimana selama ini prosedur persetujuan vaksinasi covid-19 sebelum penyuntikan
dilakukan?

. Apakah ada informasi yang diberikan kepada penerima vaksin sebelum vaksinasi
dilakukan? (misalnya jenis vaksin yang digunakan, kegunaannya, efek sampingnya, dan
keamanannya)

. Apakah ada hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh penerima vaksin terkait vaksinasi
covid-197?

. Apakah ada hal-hal yang harus diketahui penerima vaksin setelah vaksinasi covid-19?
Apa saja hal-hal tersebut? ' |

. Apakah pernah ada masyarakat yang menolak dilakukan vaksinasi covid-197 Apa yang
menjadi penyebabnya dan bagaimana menyikapinya?' ’

. Apakah Anda mengetahui tentang otonomi pasien terkait vaksinasi covid-19?7

. Menurut Anda, apakah informasi yang diberikan pemerintah terkait vaksinasi covid-19

sudah cukup, baik dari segi tepat sasarannya dan isi informasinya?
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